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Abstract:Law formulation of protection eyewitness is law phenomenon crime system in the
Indonesia as crime system of judicature, where as law straightening of always
correlation by law enforcer. Law straightening in eyewitness protection has been found
that often witnesses do not get protection law and even become accused. As that way in
formulation wisdom punish about eyewitness protection and it needed in future with
law balance such as KUHP, it form in unity law system, so easy to do law. Law of
protection of eyewitness and victim and is new masterpiece of nation in the Indonesia
which inspiring a law aspiration protecting the whole Indonesian nation especially
eyewitness rights and victim in course of criminal justice. So that thereby punish
protection of victim and eyewitness represent guidance in conducting criminal law
formulation in one standard law system that is in a formulation punish Indonesia crime
system of judicature.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu menatemgan keadaan dunia yang
semakin tahun semakin mulai bertambah banyak dalemperhatikan keberadaan tentang Hak
Asasi Manusia, sehingga dalam era globalisasi dgormasi seperti sekarang ini yang
merupakan sebuah agenda besar yang menuntut aslaatyaperubahan tata kehidupan dalam
berbangsa dan bernegara. Sebagaimana perubahaebuteditengarahi dengan menonjolnya
mengenai perlindungan hak-hak warga negara yargbengan dengan Hak Asasi Manusia itu
sendiri.

Didalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusialdidnya telah banyak berbagai
perlindungan yang telah dengan tegas dan jelassdidalam sebuah peraturan perundang-
undangan seperti halnya pengaturan perundang -ngadaperlindungan anak, perlindungan
perempuan, undang -undang tentang penhapusan &akealam Rumah Tangga, yang
kemudian disusul dengan hadirnya Undang-Undangnéarigan Saksi dan Korban (UU PSK),
yang sempat tertunda selama lima tahun.

Salah satu dari berbagai macam alat bukti yang digltiam proses pemeriksaan peradilan
Pidana adalah keterangan saksi dan / atau korbag j@lah mendengar, melihat, atau
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mengalami sendiri akan terjadinya suatu tindak rmddalam upaya mencari dan menemukan
akan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakudeh pelaku tindak pidana. Bagi para
penegak Hukum didalam mencari dan menemukan kejeldasntang tindak pidana yang
dilakukan oleh si pelaku sering kali mengalami késu karena tidak hadirnya saksi dan/atau
korban dikarenakan adanya berbagai ancaman baikpdeiisik maupun psikis dari pihak
tertentu. Maka dalam kaitan ini perlu sekali diledmnya perlindungan bagi para saksi dan/atau
korban yang sangat penting keberadaannya didalasepperadilan pidana.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam proseslif@raidana adalah, bahwa didalam
realitas praktek penanganan perkara di pengadittang kadang-kadang muncul seorang yang
dihadapkan dalam persidangan adalah merupakarsatatoya saksi. Pada hal didalam sistem
Hukum Pidana berlaku prinsignus Testis Nullus Testis yang berarti bahwa satu orang saksi
bukanlah merupakan saksi, maka diperlukan dukurdgmgan alat bukti yang lain supaya
seorang hakim dalam memberikan putusannya dapgadiesn kuat dan syah demi hukum.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acaraariid (KUHAP) telah
dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalaseprperadilan pidana menempati posisi
sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti utama yamgutsaja dampaknya sangat terasa apabila
didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnyais&ledudukan saksi dalam proses peradilan
pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pksa@n sampai selesainya proses
pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasusnggelean hukum sebagaian besar
berdasarkan informasi dari masyarakat baik daril geeayelidikan sampai dikejaksaan dan
akhirnya dipengadilan. Mengenai keterangan saltmgai alat bukti utama akan menjadi acuan
hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidakss@ang terdakwal/tersangka. Oleh
karenanya menjadi jelas bahwa saksi mempunyai ikoistryang besar dalam upaya penegak
hukum dan keadilan.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalanbpktian maupun pengungkapan fakta
yang akan dijadikan acuan dalam menemuan bukti-biakt untuk menguatkan sebuah
penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di peilga. Peran seorang saksi didalam proses
penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adaf@t penting karena membawa
konsekwensi tersendiri bagi seorang yang ditunjigu alitetapkan sebagai saksi, baik saksi

korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi ldamdpembuktian perkara tindak pidana.
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Dalam realitas kehidupan masyarakat sehari — lautama dalam penegakan hukum
pidana tidaklah semudah apa yang ditayangkan oketyanakat, terlebih dalam mendapatkan
keterangan saksi. Sebagaimana hal ini telah tdrbakiva masih banyaknya korban kejahatan,
seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, keglsakan terhadap anak, kejahatan terhadap
perempuan dan lain sebagainya dimana saksi kotansaksi — saksi lain sangat enggan dan
bahkan sangat takut untuk melaporkan kejadian &tahyang dilakukan orang terhadap diri
korban itu sendiri.

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini namysknasih sangat jauh dari perhatian
masyarakat maupun para penegak hukum, yang tersykdp yang demikian ini memang
sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undag tidak secara khusus memberikan
perlindungan kepada para saksi maupun korban yangpé pemberian sejumlah hak, seperti
halnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupendakwa. Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana telah mengatur sejumlah hak yang i#tinileh terdakwa / tersangka secara tegas
dan terinci dalam suatu bab tersendiri, akan tedlapgan sebaiknya bagi saksi termasuk saksi
korban hanyalah ada beberapa pasal saja dalamukitimg — undang hukum acara pidana yang
memberikan hak pada saksi, hanya saja pemberiaatgla dikaitkan dengan tersangka maupun
terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi porsinyaillebedikit dari pada hak yang dimiliki oleh
tersangka maupun terdakwa.

Keberadaan dari pasal 229 Kitab Undang-undang Hukoara Pidana (KUHAP) adalah
merupakan satu satunya pasal yang mengatur tepéahgdungan hak dari saksi dalam hukum
acara pidana, sehingga dalam praktek kesehariaseymg dijumpai hal yang sangat
mengecewakan dimana hak saksi untuk mendapatkgggetian beaya setelah hadir memenuhi
panggilan dalam proses peradilan seringkali tidakpatl dilaksanakan sepenuhnya
penggantiannya dengan alasan bahwa hal ini tidagd@anya dana untuk itu.

Dengan kondisi seorang saksi dan/atau saksi korblag berada dalam posisi yang lemah
ini, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidatiayatakan bahwa apabila saksi tersebut
tidak dapat datang didalam persidangan untuk mekaerketerangan setelah mereka itu
menerima surat panggilan dari penegak hukum. Damilgula selanjutnya Undang-undang
mewajibkan bagi seorang saksi untuk mengucapkampaurdan berjanji sebelum mereka ini
memberikan keterangannya dengan tujuan adalah mgaeka (saksi) dapat memberikan

keterangan yang sungguh — sungguh dengan apa yangkamlihat, ketahui, dengar dan
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alaminya. Berbicara tentang kewajiban Hukum bagragg saksi tentu erat kaitannya dengan
hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hatasgosaksi, sehingga dengan demikian
undang-undang memberikan hak bagi seorang sakg lyarupa perlindungan bagi saksi itu
sendiri.

Menurut akademisi bahwa sementara saksi sebaggawaasyarakat, juga sebagai korban
dan bahkan juga sebagai pihak yang dirugikan kemgrnya. Kerugian yang diderita oleh
saksi adalah berupa hak yang dilanggar oleh undamgdang, karena kadangkala bukan hanya
sekedar hak atau beaya saja namun demikian lebiltwadalah hak untuk tidak mendapatkan
ancaman fisik maupun psikis, sehingga dengan keagaag demikian ini bagi seorang saksi
tidak jarang merasa keberatan untuk memberikanrdiegan kesaksiannya didalam proses
peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang tersdibatas, maka permasalahannya adalah:
Bagaimana proses pelaksanaan upaya perlindungammhio&gi saksi didalam proses peradilan
pidana dipengadilan ? dan Bagaimana upaya hukutangmerlindungan saksi dan korban

didalam proses peradilan pidana dimasa yang akangl@

PEMBAHASAN :

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi tidak a&depas dari beberapa macam
persoalan yang mempengaruhinya, seperti halnya yenkaitan dengan penegakan hukum
terhadap saksi, bentuk-bentuk daripad perlindunigalkum bagi saksi serta tatacara dalam
perlindungan hukum terhadap saksi didalam prosesipan pidana.

1. Penegakan hukum bagi perlindungan saks

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses paragitlana adalah adanya keterangan dari
seorang saksi dan/atas korban yang mendengar, anetitengetahui atau mengalami sendiri
telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukdh pelaku tindak pidana. Para penegak
hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan teniadgk pidana yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesunlkarena tidak dapatnya menghadirkan saksi
dan/atau korban yang disebabkan karena kemungladamya ancaman, baik secara pisik
maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Dengan ilem sangat diperlukan keberadaan dari

pada perlindungan hukum bagi saksi dan/atau kasbhagai payung hukum dimasa yang akan
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datang. Undan- undang Perlindungan saksi dan kamempakan salah satu jawabannya dari
pada persoalan tersebut di atas.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini hanyeritein apabila menginginkan sebuah
proses hukum itu akan berjalan benar dan rasalkeamian dapat ditegakkan. Sebagaimana hal
ini dapat diperhatikan bahwa dengan adanya faktey yaenunjukkan adanya banyak kasus
pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia ydaky dapat terungkap dan bahkan tidak
terselesaikan yang disebabkan karena adanya andaatkapisik maupun psikis maupun upaya
kriminalisasi terhadap para saksi dan/atau korlednakga yang membuat sebagian masyarakat

merasakan ketakutan dalam memberikan kesaksian&g@aa penegak hukum.

2. Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban
Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 terRarijndungan Saksi dan Korban
(UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindmntgahadap saksi dan korban dapat berujut
sebagai berikut :
1) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga data eendanya serta bebas dari
ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang sedemg atau telah diberikan.
2) lkut serta dalam proses memilih dan menentukanukepérlindungan serta dukungan
keamanan.
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
4) Mendapatkan penerjemah
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8) Diberitahu ketika terpidana dibebaskan
9) Mendapat identitas baru
10)Mendapat tempat kediaman yang baru
11)Mendapat penggantian beata transportasi
12)Mendapat bantuan penasihat hukum
13)Memperoleh bantuan beaya hidup sementara sampai Ipatehs waktu perlindungan

hukum itu berakhir
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Adapun tujuan atau sasaran daripada perlindung&uoninwyang diberikan oleh Undang-
Undang Perlindungan saksi dan Korban terhadapgaks dan/atau korban telah diatur didalam
Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK yaitu bahak yang diberikan kepada saksi
dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kastentersesuai dengan keputusan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam kasl@snggaran Hak Asasi Manusia yang
tergolong berat, juga berhak mendapat fasilitasriéun yaitu :

1) Bantuan medis

2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial
Sehingga korban dengan melalui Lembaga PerlinduSgéesi dan Korban berhak mengajukan
ke pengadilan berupa :

1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hsiknesausia yang bersifat berat

2) Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadygang jawab si pelaku tindak pidana.

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi akserikian oleh pengadilan, sedangkan
ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompéndas restitusi telah diatur dengan
peraturan pemerintah.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berddandancaman yang amat besar, maka
atas persetujuan hakim mereka ini dapat membetkkaaksiannya dengan tanpa harus hadir
secara langsung saat pemeriksaan perkaranya dgemgaDemikian pula sebagai saksi
dan/atau korban dapat pula memberikan kesaksiam®gara tertulis yang disampaikan
dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkda tangannya pada berita acara
yang memuat tentang isi kesaksian tersebut. Digamipi pula saksi dan / atau korban dapat
pula didengar kesaksiannya secara langsung meklaina media elektronik dengan didampingi
oleh pejabat yang berwenang.

Saksi, korban maupun pelapor disini mereka tidgdatidituntut secara hukum baik pidana
maupun perdatan atas laporan, kesaksian yang #karsedang diberikannya. Akan tetapi bagi
seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalamskgang sama mereka ini tidak dapat
dibebaskan dari tuntutan pidana yang akan dijatubkepadanya. Ketentuan tersebut tidak
berlaku terhadap saksi korban dan pelapor yang mekaln keterangan kesaksiannya tidak

dengan iktikat baik.

3. Syarat dan Tatacara Perlindungan Saks dan Korban
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Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Perlindungasi dak Korban, telah dinyatakan

bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindursgdsi dan korban terhadap saksi dan/atau

korban tindak pidana diberikan dengan mempertimkamgersyaratan sebagai berikut :

1.

Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban

2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atharko
3.
4

. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan olkbi stan/atau korban.

Hasil analisi tim medis atau psikolog terhadap sdéie/atau korban

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perlindungksi 8an korban juga menyatakan

tentang tatacara dalam memperoleh perlindunganrhakialah sebagai berikut :

1.

Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik iatamtif sendiri maupun atas
permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan pemao secara tertulis kepada
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera midakupemeriksaan terhadap
permohonan ;

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korbaerikdn secara tertulis paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungasebut diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perigan dari Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban baik atas inisiatif sendiri mauptes permintaan pejabat yang berwenang,

mereka harus mengajukan permohonan secara teggadl Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban. Setelah permohonan tersebut diterima mak&ka menandatangani suatu pernyataan

kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuanangntperlindungan saksi dan korban.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan keteténdang perlindungan saksi dan korban itu

memuat hal-hal sebagai berikut :

1) Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam prasesdifan

2) Kesediaan untuk mentaati aturan yang berkenaaradetegelamatannyakesediaan untuk

tidak berhubungan dengan orang lain dengan canpuapselain atas persetujuan dari

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3) Kesediaan untuk tidak berhubungan dengan orangdengan cara apapun selain atas

persetujuan dari Lembaga Perlindungan saksi dabakorselama ia berada dalam

lindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban
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4) Kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapwmegenai keberadaannya
dibawah perlindungan Lembaga Perlindunagn SaksKdaan.
5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Reuhagn Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban (LPSK) megmukewajiban memberikan
perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau rkotieamasuk keluarganya sejak
ditandatanganinya pernyataan kesediannya mengiktgyaratan sebagaimana tersebut di dalam
Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan HKorlselain dari pada itu pula
pemberhentian perlindungan atas keamanan asak&opdaan dapat dilakukan berdasarkan pada
Pasal 32 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Kodleagan beberapa persyaratan yang
tercantum didalamnya, dan pengajuan permohonanye lddakukan secara tertulis dari pihak
saksi dan/atau korban atau oleh pejabat yang bavgen

Di Indonesia kehadiran Undang-undang PerlindungaksiS dan Korban adalah
merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi sesa#sgdan/atau korban, mengingat masih
banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlunyahan pentingnya perlindungan tersebut.
Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kefradindang-undang ini ternyata terkesan
hanya sebuah isapan jempol berlaka, hal ini ddimatktikan bahwa sejak lahirnya Undang-
undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan SidsiKorban pada tanggal 11 Agustus
2006, namun hingga sampai pada saat ini belum mangojawab persoalan masyarakat karena
belum terbentuknya komponen hukum lainnya yang atenk dengan perlindungan saksi
dan/korban.

Mengenai publik dapat diberitahu akses dan ketariteberadaan lembaga baru tersebut,
karena undang-undang yang telah disyahkan hanygediekan permohonan tertulis yang dapat
dipertimbangkan oleh lembaga perlindungan saksiatlam korban, padahal lembaga tersebut
sendiri belum terbentuk dan efektif disetiap daerah

Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam menertagaimana lembaga ini akan
bekerja dan beroperasi, secara khsusu dalam hghpgkatan dan pemberhentian anggotanya.
LPSK yang sedemikian erat dengan kekuasaan presiatn barang tentu perlu adanya kontrol
dari semua pihak. Untuk mencegah penyalangunaknakaan. Mandat pengawasan lebih
dalam harus diberikan kepada pemegang saham dmiglean organisasi non pemerintah.

Pendanaan harus dibeayai dari anggaran negara, uatak saat ini tidak ada ketersediaan

sumber dana yang disediakan bagi lembaga untuk faempekerjaannya. Sebagai sebuah
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contoh yaitu Pengadilan TIPIKOR telah mengalamiebapa permasalahan dalam kerjanya,
karena hanya mendapatkan dana yang minim dari paatedan oleh karena itu belum mampu

optimal melakukan tugas sebagaimana yang diharapkaim masyarakat. Jika lembaga ini

(LPSK) menghadapi kendala yang sama, maka halanyd akan menambah panjang deretan
masalah dari sebuah peraturan yang tidak implerienta

Upaya formulasi yang perlu dilakukan dengan mengiéen dari beberapa persoalan
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ydal teundangkan atau ditetapkan sebagai
payung hukum dalam penegakan perlindungan sakgi gi@ingan memperhatikan formulasi
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ydaly égla pada saat ini. Disamping itu pula
harus memahami bahwa hukum adalah merupakan sealiam yang saling mempengaruhi
dalam satu sistem satu kesatuan hukum.

Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sist&mrhitu sendiri, sehingga dalam
pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendinddlenya disertai dengan penyediaan
komponen hukum dalam rangka melaksanakan formiakum perlindungan saksi. Upaya
formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalaosgs peradilan pidana dimana yang akan
datang, tentu tidak akan terlepas dengan bagaipenaéuran perundang-undangan yang berlaku
pada saat ini, yang dalam hal ini adalah kaitardg/@agan Undang-undang PSK yang saat ini
berlaku.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang PSK selpggaing hukum mengenai
perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu regkam perlindungan secara maksimal.
Hal ini didasarkan dengan belum effektifnya komgo#omponen hukum yang harus
disediakan seperti LPSK serta aturan-aturan patakdaripada undang-undang ini.

Undang-undang PSK secara formal juga tidak maksohaédm mengatur perlindungan
terhadap saksi dan korban, karena masih banyaknkbkn-kelemahan disana sini. Hal tersebut
tidaklah mengherankan, karena dengan melihat pegal lahirnya undang-undang itu yang
sangat alot dan terkesan hanyalah untuk memenuftutan masyarakat serta proses
pembahasannya yang sempat “mandeg”’ beberapa saBewan Perwakilan Rakyat yang
menghabiskan waktu sekitar lima tahunan.

Berdasarkan catatan yang pada tahun 2006 setidakagdé terdapat saksi dan korban
yang harus menjalani proses hukum oidana kareapathan balik dikarenakan mencemarkan

nama baik ataupun digugat secara perdata. Sebed@oataranya juga masih diproses pasca
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lahirnya Undang-undang No.13 Tahun 2006, dan sdiaipula masih tercatat pula beberapa
saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Hal lain yang menjadi catatan ialah bahwa didalanddng-undang PSK yaitu dengan
tidak adanya upaya pemaksa tentang ganti rugi pdaku keapda sikorban, padahal korban
sebagai saksilah yang dirugikan sebagai akibatup#ash melanggar hukum seseorang, tetapi
tidak terlindungi. Sehingga dengan demikian henglakUndang-undang PSK mengacu pada
konsep atau rencangan Undang-undang Kitab Undadgrg Hukum Pidana yang
mencantumkan pembayaran ganti rugi dari pelakuatleh korban sebagai salah satu bentuk
perlindungan yang ada.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adelarupakan sebuah lembaga
yang diatur oleh Undang-undang No. 13 Tahun 200@kamuntuk formulasi hukum sudah
seharusnya undang-undang memberikan kerangka yealag jentang bentuk Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban sehingga opara #&mggeSK tidak kebingungan dalam
menjalankan tugasnya. Sehingga dari uraian tersdiatds telah menunjukkan bahwa dalam
melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memp&dmasebuah sistem hukum sebagai satu
kesatuan hukum sehingga tidak ada diharmonisasirhuk

KESIMPULAN

Perlu di fahami bahwa perlindungan hukum bagsisdidalam proses peradilan pidana
sangatlah diperlukan, terutama bagi para saksi @aw korban dalam proses peradilan pidana
yang selama ini merasa tidak mendapatkan perlirauiodeh hukum, dan bahkan kadang kala
ada seorang saksi dalam kasus pidana yang akimralzsn dijadikan sebagai tersangka.

Kehadiran Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tent&i§, Fhasyarakat menaruh harapan
besar terutama pada kasus-kasus kekerasan dalah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus,
korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia das keelanggaran hak lain yang dilindungi
oleh Undang-undang ini.

Demikian halnya dalam kebijakan formulasi hukumlipdungan saksi yang mestinya
masih dalam kesatuan hukum pidana baik itu hukidana material maupun pidana formil,
merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum malsy@ng dapat menyentuh semua rakyat

dan tidak berpihak pada golongan tertentu.
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Dalam rangka mencapai cita-cita hukum ini diperfulsebuah harmonis hukum agar
terwujud dalam satu kesatuan hukum dalam sebusmstsukum, sehingga akan mempermudah
masyarakat dalam memahamia dan melaksanakan hutwnsendiri. Dengan demikian
terwujudlah kesadaran hukum masyarakat yang sp&tlth dan taat pada hukum yang berlaku
karena merasa telah terlindungi oleh hukum itu.
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